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BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Penelitian

Sutrisno dalam makalahnya “Kebijakan Pendapatan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Jawa Barat” (2004:2), mengatakan: 

Penyelenggaraan otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun  1999 secara proporsional memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah. Hal tersebut tampak jelas diwujudkan dalam pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (power sharing) yang selanjutnya direfleksikan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (financial sharing).
 Sutrisno dalam makalahnya “Kebijakan Pendapatan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Jawa Barat” (2004:3), juga mengatakan: 

Pergeseran pembagian kewenangan (power sharing) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah akan menimbulkan tuntutan kebutuhan pelayanan umum kepada masyarakat menjadi besar. Kelancaran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mendorong kelancaran kegiatan usaha yang selanjutnya memungkinkan tumbuhnya berbagai bidang usaha dan kegiatan masyarakat. Pertumbuhan di berbagai sektor usaha tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan perekonomian masyarakat dan pada gilirannya akan bermuara pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dan menjadi potensi pendapatan daerah. Apapun bentuk dan jenis pendapatan daerah harus dipandang sebagai upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan mutlak harus diikuti dengan perimbangan keuangan (financial sharing), termasuk yang berkaitan dengan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat taxing power. 
        Menurut Sasmita dengan makalahnya “UPTD Dispenda Terdepan sebagai Pengaman PAD” melalui <http;//www.google/Dinas Pendapatan Daerah>[04/04/05], mengatakan: 

Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri, bahwa di dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum terdapat keseimbangan secara proporsional antar jenis penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain. Penerimaan PAD selama ini masih didominasi oleh penerimaan dari pajak daerah berkisar 92,34 % dari keseluruhan PAD Propinsi Jawa Barat. Jumlah tersebut menunjukkan betapa besarnya kontribusi penerimaan dari jenis pajak daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus ditangani secara sungguh-sungguh. 

Secara internal, keberhasilan dalam meningkatkan PAD tidak terlepas dari seluruh komponen organisasi Dinas Pendapatan terutama di lapangan, yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang sehari-hari melaksanakan tugas-tugas operasional memungut pajak dan pelayanan kepada masyarakat. Khusus yang menyangkut peran UPTD memang dirasakan sangat vital, bahkan menjadi penentu dalam keberhasilan pencapaian target PAD karena beban target PAD dibagi habis kepada tiap UPTD. UPTD dengan tugas gandanya yang berat itu akan terus diperkuat fungsi dan perannya melalui dukungan sumber daya baik manusia, peralatan maupun pembiayaannya. Upaya-upaya pembenahan yang sudah dilakukan setiap tahun harus diakui masih jauh dari memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Apalagi dalam keseharian memberikan pelayanan, masyarakat akan semakin kritis terhadap peran dan kewajiban dari pemerintah dalam memberikan pelayanan, besaran tarif maupun sarana dan prasarana yang tersedia. 

        Sejalan dengan hal tersebut, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999. Pajak di antara dua sumber pendapatan tersebut membutuhkan tingkat ketaatan yang lebih besar dibandingkan dengan retribusi. Salah satu Pajak Daerah yang kewenangannya ada di tangan propinsi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air. Pemungutan atas kedua jenis pajak ini ditentukan berdasarkan potensi daerah masing-masing. Karena tidak semua daerah memiliki potensi yang sama, yaitu sama-sama memiliki jumlah kendaraan di atas air yang potensial untuk dikenakan pajak dan wilayah perairan untuk dilalui kendaraan air, maka penelitian ini difokuskan hanya pada Pajak Kendaraan Bermotor. 

Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada setiap daerah agar dengan inisiatif sendiri menentukan peraturan daerah masing-masing. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dalam hal ini telah menetapkan suatu Peraturan Daerah untuk mengatur pajak kendaraan bermotor, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagai perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998. Pengaturan kembali pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan daerah, peningkatan pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Kendaraan bermotor yang dimaksud menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001, meliputi: 

Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2002, terdiri dari; Forklift, Tracktor, Loader, Excavator, Motor Grader, Track Loader/Shovel/Log Loader, Vibrator Roller/Compactor, Backhoe Loader, Pipe Layers, Conveyor Belt Mover, Wheel Loader. 
        Berbagai landasan hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu kebijakan PKB memang telah diwujudkan oleh pemerintah.  Kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya tidak bisa dilepas begitu saja tetapi harus diawasi. Salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi implementasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana keefektifan pelaksanaan kebijakan publik untuk bisa dipertanggungjawabkan dan agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang ditargetkan.

        Sutrisno dalam makalahnya “Kebijakan Pendapatan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Jawa Barat” (2004:6), mengatakan: 

Apapun bentuk dan jenis pendapatan daerah yang dipungut dalam perspektif jauh ke depan masih belum dipandang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manakala Pemerintah Daerah melakukan pembebanan kepada masyarakat dengan tanpa diimbangi pelayanan, maka hal tersebut merupakan kebijakan yang tidak popular. 
  Menurut Sasmita dengan makalahnya “UPTD Dispenda Terdepan sebagai Pengaman PAD” melalui <http;//www.google/Dinas Pendapatan Daerah>[04/04/05], mengatakan: 
Paradigma masa lalu, bahwa kebijakan pendapatan daerah mengeksplorasi dan mengeksploitasi potensi pendapatan daerah, maka dewasa ini harus bergeser kepada paradigma baru, yaitu: keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan yang kuat dari masyarakat bukan sekedar pungut-memungut dan tagih-menagih retribusi tetapi harus dimbangi dengan peningkatan pelayanan. 
 Menurut Sutrisno dalam makalahnya “Kebijakan Pendapatan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Jawa Barat” (2004:6), mengatakan: pendapatan daerah dan pelayanan merupakan dua sisi mata uang (two faces of the same coin) yang saling berkait dan ketergantungan.
 Dispenda Propinsi Jawa Barat dan PKDA I LAN dengan makalahnya “Kebijakan Dipenda Propinsi Jawa Barat dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Pelayanan dan Penerimaan PKB dan BBNKB” (2004:4), mengatakan: 

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu dengan dicanangkannya pelayanan yang berkualitas atau pelayanan prima semenjak tahun 1993 melalui penetapan Keputusan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993. Prinsip-prinsip pelayanan prima kepada masyarakat dalam keputusan tersebut mencakup: 1) kesederhanaan; 2) kejelasan dan kepastian; 3) keamanan; 4) keterbukaan; 5) efisien; 6) ekonomis; 7) keadilan yang merata; 8) ketepatan waktu. Masyarakat akan semakin puas apabila prinsip-prinsip pelayanan prima dalam pemberian layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor terpenuhi oleh pemerintah dan pada giliran selanjutnya penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat pula. 

 Keberadaan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX yang berlandaskan kepada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Dinas di bidang Pelayanan Pendapatan Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Barat. 

 Berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2002, wilayah pelayanan Unit Pelayanan Pendapatan di lingkungan Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat terdiri dari 31 wilayah. Wilayah pelayanan Unit Pelayanan Pendapatan untuk Kota Bandung sendiri berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2002 dibagi menjadi 3 wilayah, meliputi: UPP Wilayah Pelayanan XX (Bandung Barat); UPP Wilayah Pelayanan XXI (Bandung Tengah); UPP Wilayah Pelayanan XXII (Bandung Timur). 
Wilayah Operasional Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2002meliputi 9 Kecamatan, yaitu;
Kecamatan Sukasari,  Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo, Kecamatan Andir, Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kecamatan Babakan Ciparay, Kecamatan Bandung Kulon.
 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX sebagai unsur pelaksana dinas dituntut untuk bisa mengemban tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah dengan baik agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat. Berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2002, setiap UPP yang ada memiliki susunan organisasi yang terdiri dari: Kepala Unit Pelayanan Pendapatan, Subbagian Tata Usaha, Seksi PKB/BBNKB, Seksi Pajak Non PKB/BBNKB, Seksi Non Pajak, Instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional. 
Kebutuhan dan tuntutan akan pelayanan yang lebih berkualitas atau lebih prima dalam memberikan pelayanan pemungutan Pajak memang telah menjadi suatu keharusan untuk diwujudkan karena disadari bahwa pemungutan pajak tersebut sebenarnya merupakan kebutuhan dan kepentingan pemerintah sendiri, maka sewajarnya pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas yang membuat wajib pajak mau dan senang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

        Berdasarkan keluhan masyarakat melalui <http;//www.google/SAMSAT BANDUNG BARAT>[04/04/05] yang disajikan pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 serta hasil penjajagan dan pengamatan yang peneliti lakukan di sekitar UPPD Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX, ditemukan permasalahan rendahnya kualitas pelayanan, dan hal ini antara lain terlihat dari indikator masalah, sebagai berikut:
1. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor kurang bisa diandalkan dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak. Contoh: adanya Pegawai Seksi Pajak Kendaraan Bermotor yang ikut memberi beban tambahan pungutan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh pelayanan yang baik (good), cepat (fast) dan murah (cheap) ketika mendaftar ulang. Pungutan tersebut dikenal dengan sebutan uang jasa. Besarnya uang jasa yang diminta tergantung pada kemampuan Wajib Pajak untuk membayar uang jasa tersebut. Padahal pungutan yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak hanya meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan denda bila ada.

2. Kurangnya daya tanggap dari Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dalam memberikan imformasi tentang Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Wajib Pajak. Contoh: adanya Wajib Pajak yang kendaraan bermotornya terdaftar di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XXII (Bandung Timur) mendaftar ulang kendaraan bermotornya di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX (Bandung Barat).

3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor kurang memberikan jaminan kepada Wajib Pajak. Contoh: rendahnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap pegawai dalam memberikan pelayanan. Misal, kurangnya penggunaan nomor urut pendaftaran guna tertibnya pelayanan pendaftaran dengan metode First In First Out (FIFO) ketika melayani Wajib Pajak. Akibatnya, berkas Wajib Pajak yang baru masuk yang dipercayakan pengurusannya pada perantara bisa mendapatkan prioritas untuk dilayani terlebih dahulu oleh Pegawai Seksi Pajak Kendaraan Bermotor. 

4. Bukti langsung yang dimiliki Seksi Pajak Kendaraan Bermotor kurang memadai. Contoh: ruang tunggu dan ruang arsip yang kurang luas. Secara lengkap kondisi fasilitas fisik yang dimiliki Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX tersaji pada Foto 1 dan Foto 2.
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Foto 1:  Kondisi ruang tunggu Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX 
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Foto 2:  Kondisi ruang arsip Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX 
       Peneliti menduga permasalahan tersebut disebabkan salah satunya oleh evaluasi implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum dilaksanakan berdasarkan kriteria-kriteria evaluasi. Hal ini terlihat, antara lain dari:

1. Kurangnya ketepatan pelaksanaan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tugas pokok Seksi Pajak Kendaraan Bermotor. Misalnya, adanya Pegawai Seksi Pajak Kendaraan Bermotor yang memberikan pelayanan di bidang pungutan pajak kendaraan bermotor hanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Padahal Pegawai Seksi Pajak Kendaraan Bermotor hanya mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pelayanan (service making) di bidang pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan bukan untuk mencari keuntungan (profit making).
2. Kurangnya efisiensi pelaksanaan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor. Contoh: kurang diadakannya penyuluhan (sosialisasi) terhadap Wajib Pajak oleh Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor tentang Wilayah Pemungutan Pajak. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001, wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Wilayah pemungutan pajak di Kota Bandung ada 3 wilayah, yaitu Wilayah Pelayanan XX (Bandung Barat), Wilayah Pelayanan XXI (Bandung Tengah), Wilayah Pelayanan XXII (Bandung Timur).

3. Kurangnya efisiensi pelaksanaan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor. Misal, kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pengurusan berkas permohonan Wajib Pajak ketika mendaftar ulang. Akibatnya, Pegawai Seksi Pajak Kendaraan Bermotor yang bertugas tidak konsisten dalam memberikan nomor urut dan tidak membubuhkan tanda tangannya pada lembaran bukti pendaftaran dan penetapan pajak kendaraan bermotor setelah berkas tersebut melalui setiap tahapan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor. 

4. Kurangnya efisiensi pelaksanaan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Contoh: kondisi ruang tunggu, fasilitas parkir yang tidak cukup untuk mengantisipasi banyaknya Wajib Pajak yang datang untuk membayar pajak yang jumlahnya berkisar antara 700-900 Wajib Pajak setiap hari.

         Berdasarkan latar belakang penelitian yang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut serta mencoba mencari berbagai alternatif pemecahan dari masalah yang ada pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX, yang dituangkan dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “PENGARUH EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG WILAYAH PELAYANAN XX (Studi Kasus Kualitas Pelayanan pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor)”.
B.  Identifikasi Masalah

        Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh secara parsial evaluasi implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kualitas pelayanan pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.

2. Adakah pengaruh secara simultan evaluasi implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kualitas pelayanan pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian, 

        Mengkaji dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan evaluasi implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kualitas pelayanan pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX. 

2. Kegunaan Penelitian,

a. Kegunaan  teoritis 

        Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara dan mengembangkan wawasan berfikir serta pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh evaluasi implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kualitas pelayanan pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX. 

b. Kegunaan Praktis

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pengaruh evaluasi implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kualitas pelayanan pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.

2) Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang tertarik dengan pengaruh evaluasi implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kualitas pelayanan pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.

D. Kerangka Pemikiran

         Peneliti menggunakan kerangka pemikiran untuk memecahkan permasalahan yang dapat dijadikan landasan berupa teori, dalil dan pendapat dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

 Menurut Dwijowijoto dalam bukunya Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi) (2004:184), mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu; evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi lingkungan kebijakan.

Kebijakan menurut Rose dalam Dunn dengan bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik (1999:109), adalah: Rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. 
 Pengertian kebijakan publik menurut Dwijowijoto dengan bukunya Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi) (2004:4), yaitu: segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

To implement (mengimplementasikan) menurut Webster dalam Wahab dengan bukunya Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara) (2002:64), adalah: menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu; menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.
Implementasi Kebijakan menurut Wahab dengan bukunya Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara) (2002:64), adalah: 
Suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Pemerintah Eksekutif, atau Dekrit Presiden).
 Pengertian evaluasi menurut Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik(1999:608), mengemukakan bahwa:

Evaluasi (secara umum) dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Sedangkan secara spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi imformasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

  Evaluasi implementasi kebijakan menurut Lester dan Steward dalam Dwijowijoto dengan bukunya Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi) (2004:197), dikelompokkan menjadi: 
Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi impak, yaitu berkenaan dengan hasil dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan evaluasi dari berbagai implementasi kebijakan-kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, evaluasi implementasi kebijakan bisa berjalan dengan lancar bila memperhatikan kriteria-kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik (1999:610), yaitu;

1. Efektivitas (effectiveness).
2. Efisiensi (efficiency).
3. Kecukupan (adequacy).
4. Perataan (equity).
5. Responsivitas (responsiveness).
6. Ketepatan (appropriateness).
         Pengertian pajak menurut Sumitro dalam Riwukaho dengan bukunya Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia (2003:144), sebagai berikut:

Pajak ialah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment

        Pengertian kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001, sebagai berikut: 

Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

         Pengertian Pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001, yaitu: pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atas penguasaan kendaraan bermotor. 

Kualitas menurut Goetsh dan Davis dalam Tjiptono dalam bukunya Manajemen Jasa (1996:51), adalah: Suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

        Menurut Moenir dalam bukunya Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia (2001:16), pelayanan adalah; Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

        Kualitas pelayanan menurut Wyckof dalam Tjiptono dengan bukunya Manajemen Jasa (1996:59), adalah: Tingkat unggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan.

        Kualitas pelayanan dapat diukur dengan lima dimensi pokok menurut Tjiptono dalam bukunya Manajemen Jasa (1996:70), adalah sebagai berikut:

1. Bukti langsung (Tangibles)

2. Keandalan (reliability)

3. Daya Tanggap (responsiveness)

4. Jaminan (assurance)

5. Empati

  Kaitan antara kebijakan publik dengan pelayanan Menurut Islamy dalam bukunya Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2000:10), sebagai berikut: 
….Kebijaksanaan Negara harus selalu berorientasi pada kepentingan publik (Public interest)….. Dalam keadaan bagaimanapun, organisasi publik (Negara, Pemerintahan) harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada publik.

Menurut Suharto dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik (2005:80), kaitan antara evaluasi dengan pelayanan adalah sebagai berikut: 

Evaluasi dilakukan baik terhadap proses maupun hasil implementasi kebijakan. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan, terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauhmana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan

E.  Hipotesis

        Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Efektivitas (effectiveness) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada Seksi pajak kendaraan bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.
2. Efisiensi (efficiency) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada Seksi pajak kendaraan bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.
3. Kecukupan (adequacy) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada Seksi pajak kendaraan bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.

4. Perataan (equity) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada Seksi pajak kendaraan bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.
5. Responsivitas (responsiveness) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada Seksi pajak kendaraan bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.

6. Ketepatan (appropriateness) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pada Seksi pajak kendaraan bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX.
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Gambar 1

Paradigma Penelitian

Keterangan:

X1 =  efektivitas (effectiveness).
X2 =  efisiensi (efficiency)
X3 =  kecukupan (adequacy)
X4 =  perataan (equity)
X5 =  responsivitas (responsiveness)
X6 =  ketepatan (appropriateness)
Y =   kualitas Pelayanan 

ε =   residu (faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan di luar evaluasi implementasi kebijakan tetap tidak diukur)
F.  Lokasi dan Lamanya Penelitian.

1. Lokasi penelitian,

 Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX dengan alamat Jalan Pajajaran Nomor 88 Telephone. (022) 6021879 Faximile. (022) 6021802 Bandung 40173.

2.   Lamanya Penelitian,

        Secara lengkap jadual penelitian tersaji pada Gambar 2.

Sumber: Hasil Penelitian lapangan 2006
GAMBAR 2
JADUAL KEGIATAN PENELITIAN
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